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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rakyat Indonesia mendirikan Negara untuk menyusun organisasi 

masyarakat berdasarkan pancasila untuk tempat berlindung diri guna 

mendirikan kehidupan bersama yang adil dan makmur yang seharusnya 

dijauhkan dari segala macam bahaya dan serangan, baik dari dalam maupun 

dari luar. Cita-cita Bangsa Indonesia baru dapat tercapai jika mempunyai 

Negara merdeka yang utuh dan teguh serta bentuk pemerintahan yang kuat.1 

Pada hakikatnya kepentingan Negara dan pemerintahannya adalah 

kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kejahatan terhadap Negara dan 

pemerintahannya harus dipandang sebagai pengkhinatan terhadap 

kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan terhadap Negara 

dipandang yang terpenting dalam KUHP, selain diancam dengan hukuman 

yang maksimal, juga dicantumkan pada halaman termuka dalam KUHP. 

Selama belum ada pembuat Undang-undang, Hakim, dan Polisi supra-

Nasional yang cukup kuat untuk melawan Negara-negara dan para individu 

yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksakan 

kehendak mereka terhadap Negara-negara atau kelompok penduduk lain, 

maka masing-masing Negara terpaksa melindungi penduduk, daerah 

                                                           
1 R. Soesilo., Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, (Bandung: 

PT Karya Nusantara, 1984), 110. 
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kekuasaan dan bentuk pemerintahan mereka terhadap serangan seperti 

makar.2 

Integritas suatu Negara adalah terjaminnya keamanan dan keutuhan 

wilayah Negara. Oleh karena itu keamanan dan keutuhan wilayah negara 

wajib dipertahankan. Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan 

wilayah ini merupakan kejahatan makar. Kejahatan makar yang dimaksud 

adalah kejahatan yang telah dirumuskan dalam pasal 106 KUHP yaitu  

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh 

ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam 

dengan penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”3 Unsur obyektif 

dari makar ialah perbuatan (makar), sedangkan unsur subyektif yaitu seluruh 

atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh, dan memisahkan 

sebagian dari wilayah Negara.4 

Dalam hukum Islam istilah makar lebih identik dengan jari>mah bugha>t 

(pemberontakan) menururt arti bahasa ialah al-baghyu yang berarti menuntut 

sesuatu, menurut pendapat Sha>fi’i>: 

 

مَامُ  طاَعَةُ  عَنُْ م طاَعُ  وَرَئ یْسُ  شَوكَْةُ  ذَاتُ  جََاَعَةُ  خ ر وْجُ  وَُه ... فاَلْبَ غْىُ  دُ  فاَ ب تَأْو یْلُ  اْلإ  ُس 
 

 

                                                           
2 J.M.Van Bemmelen., Hukum Pidana 3, (Jakarta: IKAPI, 1986), 71. 
3 Andi. Hamzah., KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003), 44. 
4 J.M Van Bemmelen, Hukum Pidana 3…, 115. 
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“Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan 

pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala Negara (ima>m), 

dengan menggunakan alasan (ta’wi>l) yang tidak benar.”5 

 

Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontak, ulama 

fiqh membagi jari>mah pemberontakan itu menjadi 2 bentuk yaitu sebagai 

berikut: 6 

1. Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak 

menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh 

memenjarakan mereka sampai mereka taubat. 

2. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki 

kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai 

dengan petunjuk Su>rat Al-H}ujura>t (49) a>yah 9. Pemerintah harus  

mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. 

Apabila usaha ini disambut dengan gerakan senjata, pemerintah 

boleh memerangi mereka. Di samping Su>rat Al-H}ujura>t (49) a>yah 9, 

langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah, 

sebagai berikut: 

ُمَاُاعْتَدَىُٰعَلَیْك مُْفَمَن ُاعْتَدَىُٰعَلَیْك مُْفاَعْتَد واُعَلَیْه ُ  بِ  ثْل 
 
Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang 

dengan seragannya terhadapmu. (QS. Al-Baqarah (2): 194).7 

 

 

                                                           
5 Ahmad Wardi Muslich., Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 110. 
6 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jina>yah, (Jakarta: Amzah, 2013), 71. 
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Tafsirnya Jilid I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 286. 
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Tentang kejahatan makar dan permufakatan makar yang memainkan 

peranan besar dalam kejahatan terhadap Negara seharusnya diancam dengan 

sanksi pidana yang berat yaitu pidana seumur hidup, pidana dua puluh tahun, 

atau pidana mati.8 Dalam pasal 110 ayat 1 KUHP memuat suatu pengertian 

permufakatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu yaitu yang 

termuat dalam pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108 yang sanksi pidanannya 

dihukum sama dengan kejahatan itu sendiri. 9 

Dalam pasal 88 memberikan penafsiran tertentu dari kata 

permufakatan ini, yaitu permufakatan apabila dua orang atau lebih baru 

bersepakat untuk melakukan kejahatan. Maksud permufakatan makar dalam 

penelitian ini yaitu suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih untuk bersepakatan berusaha menggerakkan orang lain, 

menyuruh melakukan, memberikan bantuan, memberikan kesempatan, 

memberikan sarana-sarana, memberikan keterangan-keterangan, atau turut 

serta dalam melakukan kejahatan makar yaitu memisahkan sebagian wilayah 

negara maka akan dikenai sanksi pidana dalam pasal 106 KUHP, diancam 

dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua 

puluh tahun.10 

Dalam hukum pidana Islam permufakatan lebih mengacu kepada 

perbuatan jari>mah turut serta (secara al-tama>lu>) yaitu perbuatan jari>mah 

yang dilakukan oleh lebih dari seorang direncanakan, dan disepakati sejak 

                                                           
8 R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana…, 72. 
9 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010), 201. 
10 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1991), 111. 
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awal, mereka bekerjasama melakukan jari>mah secara langsung sesuai dengan 

kesepakatan.  

Dalam putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG11 bahwa Pengadilan 

Negeri Sorong menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 

110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 “Permufakatan Jahat untuk melakukan 

Makar” serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 

selama 1 Tahun dan 6 Bulan.12 

Berdasarkan teori hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sorong mengenai pasal yang dijatuhkan dan sanksi pidana yang dijatuhkan 

oleh terdakwa jauh dari rasa keadilan, ketika kedaulatan Negara yang 

menjadi taruhannya penegak hukum memberikan sanksi pidana yang ringan 

terhadap pelaku tersebut sehingga cenderung menyamakan kejahatan 

tersebut seperti kejahatan biasa.  

Dalam surat dakwaan pelaku terlibat dalam pelaksanaan pengibaran 

bintang kejora sekaligus proklamasi kemerdekaan Negara Republik Papua 

Barat serta pembacaan susunan kabinet, yang dilakukan upacara deklarasi 

pemerintahan revolusioner pada tanggal 01 Mei 2013 di Markas Organisasi 

Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN). 

Dalam pasal 110 ayat (1) KUHP sangat jelas bahwa yang dikatakan sebagai 

                                                           
11 Direktoriat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tindak Pidana Permufakatan Jahat 

untuk Melakukan Makar Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG), 

www.putusan.mahkamahagung.go.id, 26/10/2016/14.23 WIB. 
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG,  

90. 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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permufakatan jahat yaitu permufakatan kejahatan yang perbuatan dan sanksi 

pidananya diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut 

jo. 106 yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 

paling lama dua puluh tahun. 

Mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan tersebut 

bahwa perbuatan terdakwa hanyalah niat yang telah diwujudkan dalam 

permulaan pelaksanaan saja (tujuan makar belum selesai) dengan unsur 

percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP sehingga Hakim di 

Pengadilan Negeri Sorong memberikan sanksi pidana yang ringan.  

Namun, terhentinya pelaksanaan tidak diperlukan apakah atas 

kehendaknya sendiri atau bukan, kedua-duanya telah masuk pada perbuatan 

makar, perbuatan pelaksanaan dapat masih berupa perbuatan secara formil 

belum selesai atau sudah demikian jauh dari sempurna sehingga sudah 

merupakan perbuatan selesai namun tidak menimbulkan akibat yang dituju.13  

Pada tindak pidana makar perbuatan pelaksanaan yang terhenti sudah 

dapat dianggap wujud perbuatan makar selesai, untuk dipidananya makar 

tidak diperlukan syaratnya terhenti atau tidak selesainya pelaksanaan karena 

hal-hal diluar kehendaknya atau selesainya perbuatan tersebut, dalam hukum 

pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur’a>n & Al-Sunnah pelaku makar 

(Al-Baghyu) dikenai sanksi diperangi atau dibunuh. 

 

                                                           
13 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2002), 15. 
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Sejak Indonesia merdeka banyak sekali serangkaian peristiwa yang 

menyerang kepentingan hukum terhadap keselamatan dan keamanan Negara. 

Rangkaian peristiwa tersebut ada yang terselesaiakan oleh hukum dengan 

benar dan ada pula yang tidak terselesaikan dan bahkan ada yang nyaris 

tidak tersentuh oleh hukum. 

Perbedaan peristiwa tersebut, selain disebabkan oleh sikap mental para 

penegak hukum, juga kelemahan pemahaman terhadap norma-norma hukum 

positif yang berlaku. Untuk pemahaman itu pemahaman terhadap ketentuan-

ketentuan hukum yang mengenai kejahatan terhadap keamanan dan 

keselamatan negara amat penting, bukan saja bagi mahasiswa dan praktisi 

hukum, tetapi juga setiap warga negara yang berada di bawah Negara hukum 

Republik Indonesia ini. Dalam konteks inilah kehadiran penelitian ini yang 

menjadi perkembangan keilmuan dan supremasi hukum di bumi pertiwi cinta 

ini.14  

 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai permufakatan makar maka 

penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kejahatan terhadap Negara dan pemerintahan merupakan 

pengkhianatan terhadap rakyat. 

2. Kejahatan .yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah 

merupakan kejahatan makar. 

                                                           
14 Ibid, 5. 
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3. Dalam fiqh jina>yah tindak pidana makar identik dengan jari>mah 

bugha>t. 

4. Sanksi jari>mah bugha>t ialah dibunuh atau diperangi. 

5. Tindak pidana permufakatan makar dikenai sanksi pidana pasal 106 

KUHP. 

6. Putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG bahwa terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 

110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 “Permufakatan Jahat untuk 

Melakukan Makar”. 

7. Prespektif fiqh jina>yah terhadap pertimbangan hukum oleh hakim 

dalam sanksi pidana putusan nomor 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang 

permufakatan makar. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas mengenai permufakatan makar 

maka penulis akan membatasi permasalahan secara khusus agar penelitian ini 

lebih terarah, sistematis dan struktural15, maka penulis akan membatasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam sanksi pidana putusan nomor 

114/Pid.B/2013/PN.SRG. 

2. Perspektif fiqh jina>>>yah terhadap putusan nomor 

114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang permufakatan makar. 

                                                           
15 Nasution, Metode Research, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 20. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai tindak pidana 

permufakatan makar maka penulis akan merumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam sanksi pidana 

putusan nomor 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang permufakatan makar? 

2. Bagaimana analisis fiqh jina>yah terhadap pertimbangan hukum oleh  

hakim dalam sanksi pidana putusan nomor 114/Pid.B/2013/PN.SRG 

tentang permufakatan makar? 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini memuat mengenai bahan pustaka yang relevan yang 

dijadikan acuan ataupun pedoman oleh penulis dalam penelitian ini. Dengan 

tujuan menimbang dan menilai acuan yang relevan dalam mengolah kutipan 

kesimpulan-kesimpulan dan pernyataan-pernyataan pustaka tersebut  

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil sumber pustaka itu dengan 

menggunakan gaya bahasa penulis sendiri yang berlandaskan fakta-fakta 

umum yang bersifat obyektif.  

Dalam menimbang pustaka penulis bersifat kritis, kuat dalam 

memegang suatu titik pandangan, sehingga hasil timbangannya 

menunjukkan keteguhan pendirian dan konsisten dalam pemikiran penulis.16  

Hal ini merupakan perbaikan, pemutakhiran, atau pembaruan dari penelitian 

yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya.  

                                                           
16 Mukayat Brotowidjoyo, Penulisan Karangan Ilmiah, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 

137. 
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Dalam kaitan ini, salah satu fase yang tidak mungkin dilewati oleh 

penulis dalam penelurusan pustaka, guna  bertujuan untuk mempertajam 

metodologi, memperkuat kajian teoritis, dan memperoleh informasi 

mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.  

Kegiatan ini dilakukan oleh penulis sebelum penyusunan proposal dan 

laporan penelitian dengan mengandalkan survei terhadap data yang telah ada 

atau yang dihimpun dengan berbagai sumber pustaka juga diperlukan dengan 

maksud agar peneliti tidak melakukan pekerjaan sisa-sia atau dituduh 

menjiplak penelitian sejenis.  

Bahwa mengadakan survei terhadap data yang telah ada, penulis 

bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam ruang lingkup 

hukum dan sosial dengan mencari metode-metode serta teknik-teknik 

penelitian, guna memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan 

yang dipilih penulis, serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak 

diinginkan, termasuk kemungkinan tudingan plagiat.17 

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang permufakatan makar. 

Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang aspek atau 

sudut pandang dari segi fiqh jina>yah yang masih berhubungan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya adalah: 

 

                                                           
17 Sudarwan Danim, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 105. 
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Yakni Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).22 

 

 

                                                           
20 Anshari “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis 

Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid Ii)” (Skripsi UI, 2012). 
21 Muhammad “Tindak Pidana Makar dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi 

Komparatif)” (Skripsi IAIN, 2000). 
22 Anwar Nasir “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Makar dan Terorisme oleh Terdakwa 

Selaku Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (Gam) (Putusan Nomor 406 K/Pid/2004)” (Skripsi 

Universitas Jember, 2008). 
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6. “Konsep Makar Menurut Hizbut Tahrir Indonesia dalam Hukum 

Pidana Islam.” Ditulis oleh Lia Herawati mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015. Skripsi tersebut 

membahas tentang pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tentang 

pemberontakan atau makar di Indonesia.23 

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, bahwa penelitian skripsi ini 

sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa belum 

ada yang membahas tentang tindak pidana permufakatan makar baik dari segi 

teoritis dan praktisnya dalam fiqh jina>yah, di samping itu  penelitian ini juga 

yang mengkaji terkait pertimbangan hakim dan sanksi pidana dalam perkara 

putusan nomor 114/Pid.B./2013/PN.SRG.  

Bahwa pertimbangan hakim dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 

terpidana yang relatif ringan dan kurang relevan jika perbuatan terpidana 

mempertaruhkan kedaulatan Negara dengan cara memisahkan sebagian 

wilayah Negara untuk mendirikan Negara baru, kemudian penulis 

mengkorelasikan dalam prespektif fiqh jina>yah terhadap putusan tersebut. 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini menentukan arah penelitian agar tetap dalam 

koridor pembahasan yang memahami central phenomenon dengan subyek 

dan obyek penelitian yang lebih spesifik dan terbuka agar kompleksitas 

                                                           
23 Lia Herawati “Konsep Makar Menurut Hizbut Tahrir Indonesia dalam Hukum Pidana Islam.” 

(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2015). 
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keutuhan data dapat diperoleh dengan optimal.24 Tujuan penelitian ini 

merupakan titik akhir yang akan dicapai penulis dengan mendeskripsikan apa 

yang diharapkan dalam penelitian ini dengan menunjukkan variabel-variabel 

yang akan diuji ataupun diukur.25 Maka berdasarkan latar belakang di atas 

mengenai permufakatan makar maka penulis akan memberikan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam sanksi 

pidana putusan nomor 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang permufakatan 

makar. 

2. Untuk mengkaji analisis fiqh jina>yah terhadap putusan nomor 

114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang permufakatan makar. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini memberikan pemaparan lebih lanjut 

tentang kegunaan atau manfaat hasil kajian pustaka atas topik yang dibahas 

oleh penulis yaitu tentang permufakatan makar.26 Berdasarkan tujuan 

penelitian di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa manfaat yang 

akan didapatkan setelah melakukan penelitian, di antaranya adalah: 

 

 

 

                                                           
24 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89. 
25 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 23. 
26 Mansur Muslich dan Maryaeni, Bagaimana Menulis Skripsi?, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),  

30. 
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1. Segi Teoritis 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang 

dapat menambah kepustakaan bagi para akademisi. 

2. Segi Praktis 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan 

dapat dijadikan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dan 

masyarakat pada umumnya terhadap tindak pidana permufakatan 

makar . 

 

H. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pemahaman maka penulis akan 

menjelaskan maksud dari masalah yang akan dibahas, diantaranya: 

1. Permufakatan makar dalam putusan hakim merupakan sepakat untuk 

melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan niat 

mewujudkan kejahatan tersebut tidak terlaksana karena hal-hal yang 

terjadi diluar kemampuan si pelaku dalam kejahatan makar. 

2. Fiqh jina>yah merupakan suatu disiplin ilmu yang memperlajari tentang 

hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah praktis beserta dalil-

dalilnya secara terperinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh hukum, yang diancam dengan hukuman h}udu>d atau ta’zi>r, 

sedangkan jari>mah bugha>t merupakan keluarnya kelompok yang 

memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada 
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kepala Negara (ima>m), dengan menggunakan alasan (ta’wi>l) yang tidak 

benar. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode Penelitian dibutuhkan di dalam proses penelitian agar 

penelitian ini dapat memperoleh data yang akurat. Beberapa metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dimuat dalam bab 3 dalam penelitian ini yaitu: 

a. Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 

114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang permufakatan makar. 

2. Sumber data 

a. Sumber primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

berupa putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor perkara 

114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang Permufakatan Makar. 

b. Sumber sekunder 

Data yang diperoleh dari buku-buku hukum pidana dan buku-buku 

fiqh jina>yah dalam subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai 

landasan teoritis peneliti, mengingat bahwa data primer dapat 

dikatakan sebagai data praktek yang ada di lapangan karena 
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penerapan suatu teori.27 Maka dalam penelitian ini diambil dan 

diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data dari beberapa 

sumber yaitu buku, jurnal, skripsi, dan dokumen peraturan 

perundang-undangan. Beberapa buku yang sudah menjadi literatur 

penulis diantaranya adalah: 

a. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Kejahatan Terhadap Kepentingan 

Hukum Negara, 2010. 

b. Adami Khazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan 

Keselamatan Negara, 2002. 

c. Dr. A. Hamzah, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), 2003. 

d. Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., dan Masyrofah, S.Ag., M.Si., 

Fiqh Jina>yah, 2013. 

3. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan sumber primer diperoleh dari website atau 

internet direktori putusan Mahkamah Agung sedangkan teknik 

pengumpulan sumber sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan 

menyelidiki suatu informasi melalui berbagai literatur seperti buku, 

skripsi terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Dalam hal ini literatur-

literaturnya yang digunakan adalah sumber data yang masih berkaitan 

dengan permufakatan makar. 

                                                           
27 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 88.  
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4. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data peneliti yang digunakan peneliti ialah 

pengolahan data kualitatif dengan cara deskriptif analisis yang 

bersangkutan dengan sasaran peneliti terhadap obyek peneliti yang 

utuh dalam hal ini ialah  

a. Menelaah putusan terhadap pertimbangan hakim dalam sanksi 

pidana tentang permufakatan makar. 

b. Pandangan fiqh jina>yah tentang putusan permufakatan makar 

dengan menarik asas-asas fiqh jina>yah.  

5. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 

menguraikan suatu permasalahan, penulis menggunakan teori yang ada 

atau data yang tertulis merupakan buah pikiran dari sumber pustaka, 

hal ini digunakan untuk menunjang fakta dan konsep serta gagasan 

dalam analisis ini, serta untuk membuktikan sesuatu atau menambah 

kejelasan dengan menguatkan komentar penulis tentang permufakatan 

makar.28 

Dalam analisis ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis 

dengan metode berfikir deduktif yaitu analisis tentang landasan teori 

yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat 

khusus sebagai subyek penelitian.  

                                                           
28 Rianto Adi, Metodologi Penelitian…, 61. 
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Teknik deskriptif analisis merupakan metode yang 

menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci serta sistematis 

untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dari putusan nomor 

114/Pid.B/2013/PN.SRG dengan cara menguraikan kronologis kasus, 

pertimbangan hukum oleh Hakim dan sanksi pidana yang diberikan 

kepada terdakwa.29  

Penulis akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan 

makar dalam fiqh jina>yah dan selanjutnya data tersebut akan ditarik 

kesimpulan yang berhubungan dengan permufakatan makar dalam 

putusan nomor 114/Pid.B/2013/PN.SRG. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi dan lebih mudah dalam 

penyusunannya maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Landasan teoritis yang berhubungan dengan konsep tindak pidana 

permufakatan makar berupa definisi, pengertian, unsur-unsur, dan 

sanksi pidana dalam kajian fiqh jina>yah. 

                                                           
29 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 40. 
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Bab III: Data penelitian dideskripsikan dengan data yang benar-benar 

didapatkan dalam obyek penelitian tanpa campur tangan dari 

pemikiran penulis yaitu putusan nomor 114/Pid.B/2013/PN.SRG 

tentang permufakatan makar. 

Bab IV:  Analisis data merupakan hasil dari pengolahan data yang telah 

didapatkan dari subyek penelitian yang mengacu pada rumusan 

masalah, dengan kata lain analisis data adalah jawaban dari 

rumusan masalah. 

Bab V: Berisikan uraian singkat, jelas, dan mudah difahami yang 

merupakan jawaban akhir dari pokok permasalahan yang ada yaitu 

kesimpulan dari permufakatan makar dan dalam bab ini juga akan 

dikemukakan saran dari penulis serta kata penutup. 


